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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.
Assalamu’alaikum Wr., Wb.,

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan selamat kepada Satrio Abdillah
atas terbitnya buku Hukum Perjanjian yang sangat bermanfaat ini. Buku ini merupakan hasil
kerja keras dan dedikasi yang tinggi, serta mencerminkan pemahaman mendalam penulis
tentang hukum perjanjian, sebuah bidang yang sangat penting dalam praktik hukum dan

kehidupan sehari-hari.

Hukum perjanjian adalah salah satu aspek fundamental dalam dunia hukum. Ia
mengatur bagaimana individu dan entitas berinteraksi, membuat kesepakatan, dan
menjalankan kewajiban mereka. Dalam konteks globalisasi saat ini, pemahaman yang baik
tentang hukum perjanjian menjadi semakin krusial. Buku ini hadir untuk menjawab

kebutuhan tersebut dengan menyajikan informasi yang komprehensif dan mudah dipahami.

Penulis merupakan mahasiswa yang pernah Saya uji Pada Ujian Skripsi Fakultas
Hukum UII Pada September 2014. Penulis telah berhasil menyusun buku ini dengan cara
yang sistematis. Setiap bab dibangun dengan jelas, dimulai dari pengertian dasar tentang
perjanjian hingga aspek-aspek yang lebih kompleks seperti wanprestasi dan penyelesaian
sengketa. Dengan bahasa yang sederhana namun tetap tidak kehilangan makna akademisnya.
Penulis membuat topik yang mungkin terlihat rumit menjadi lebih mudah dicerna oleh

berbagai kalangan, baik mahasiswa hukum maupun praktisi.

Salah satu hal yang sangat menarik dari buku ini dan membedakan dari buku-buku
sejenis lainnya adalah contoh-contoh nyata dan studi kasus yang disertakan. Hal ini
memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum perjanjian
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca tidak hanya akan mendapatkan teori, tetapi

juga pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dalam situasi nyata.

Selain itu, penulis tidak hanya membahas aspek hukum secara kaku, tetapi juga
mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perjanjian. Hal ini
menunjukkan bahwa hukum tidak berdiri sendiri; ia selalu berinteraksi dengan konteks

masyarakat di mana ia diterapkan.
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Saya yakin bahwa buku ini akan menjadi referensi yang berharga bagi siapa saja yang
ingin memahami lebih dalam tentang hukum perjanjian. Baik bagi mahasiswa yang sedang
belajar maupun bagi profesional yang ingin memperdalam pengetahuan mereka, buku ini

akan memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman mereka.

Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Satrio Abdillah
atas dedikasinya dalam menyusun buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat
bagi banyak orang dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang dalam memahami

pentingnya hukum perjanjian dalam kehidupan masyarakat.
Jazakumullah Khoiron Katsiron

Wassalamu alaikum Wr., Wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2024
Hormat saya,
Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, dalam penyusunan buku ini. Semoga
buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Penulis
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BAB 1

PENGANTAR HUKUM PERJANJIAN

Hukum perjanjian merupakan salah satu cabang penting dalam hukum sipil yang
mengatur tentang hubungan hukum yang timbul dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih.
Perjanjian adalah suatu bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum, di mana masing-
masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam prakteknya, hukum
perjanjian berfungsi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak pihak
yang terlibat, baik dalam transaksi bisnis, kontrak kerja, maupun berbagai bentuk perjanjian

lainnya.

Hukum perjanjian di Indonesia berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), yang mencakup berbagai aturan mengenai pembentukan, pelaksanaan, serta
akibat hukum dari suatu perjanjian. Salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah
pacta sunt servanda yang berarti bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak untuk

melaksanakan apa yang telah disepakati.

Perjanjian memiliki berbagai jenis, mulai dari perjanjian yang bersifat sepihak hingga
yang bersifat timbal balik. Setiap perjanjian harus memenuhi syarat sah yang ditentukan oleh
undang-undang, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, dan objek yang halal. Jika
salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap

tidak sah.

Selain itu, hukum perjanjian juga mengatur tentang konsekuensi hukum yang timbul
jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, baik berupa ganti rugi, pembatalan
perjanjian, atau penghentian hubungan hukum. Buku ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum perjanjian serta aplikasinya
dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks individu, perusahaan, maupun hubungan

internasional.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum
yang timbul akibat adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing

pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak sesuai dengan

HUKUM PERJANIJIAN



isi perjanjian tersebut. Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan dan memiliki
kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUH Perdata). Menurut para ahli, hukum perjanjian memiliki beberapa definisi.
Subekti menyatakan bahwa hukum perjanjian adalah aturan hukum yang mengatur hubungan
antara dua orang atau lebih berdasarkan persetujuan untuk menimbulkan akibat hukum. R.
Setiawan mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam hukum perjanjian terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami. Prinsip
pacta sunt servanda menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak seperti
undang-undang. Prinsip kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan kepada para pihak
untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan
kesusilaan. Selain itu, prinsip konsensualisme mengajarkan bahwa perjanjian dianggap sah
setelah tercapai kesepakatan tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan oleh

undang-undang.

Ruang lingkup hukum perjanjian mencakup aspek-aspek penting yang berkaitan dengan
pembentukan, pelaksanaan, dan akibat hukum dari suatu perjanjian. Pembentukan perjanjian
harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya
kesepakatan para pihak (consensus), kecakapan para pihak (capacity), objek perjanjian yang
sah (object), dan sebab yang halal (causa). Kesepakatan harus bebas dari cacat kehendak
seperti penipuan, kekeliruan, atau paksaan. Para pihak juga harus cakap hukum, yakni sudah
dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Objek perjanjian harus jelas, mungkin untuk
dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan hukum. Sebab yang halal berarti alasan

dibuatnya perjanjian harus sah dan tidak melanggar hukum atau norma kesusilaan.

Jenis-jenis perjanjian dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, sifat, dan kepastian
hukumnya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian dibedakan menjadi tertulis dan lisan.
Berdasarkan sifatnya, perjanjian dapat bersifat sepihak, di mana hanya satu pihak yang
memiliki kewajiban, atau timbal balik, di mana kedua belah pihak saling memiliki hak dan
kewajiban. Berdasarkan kepastian hukumnya, perjanjian dapat bersifat mengikat atau tidak

mengikat.

Pelaksanaan perjanjian merupakan tahapan di mana para pihak memenuhi kewajiban dan
menerima hak sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Pelaksanaan harus dilakukan dengan

itikad baik untuk menjaga keadilan antara para pihak. Jika salah satu pihak ingkar janji

HUKUM PERJANIJIAN



(wanprestasi), pihak lain berhak menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Pelanggaran
terhadap perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum seperti ganti rugi, pemenuhan

perjanjian, pembatalan perjanjian, atau penghentian hubungan hukum antara para pihak.

Hukum perjanjian juga mencakup perjanjian internasional yang mengatur hubungan
hukum antar negara atau entitas lintas batas negara. Perjanjian ini sering digunakan dalam
perdagangan internasional, kerjasama investasi, dan perjanjian multilateral. Contohnya
termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Bilateral Investment Treaties (BIT), dan
Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Perjanjian internasional tunduk pada prinsip hukum

internasional dan harus diratifikasi oleh negara terkait untuk memperoleh kekuatan hukum.

Untuk memperjelas pemahaman, berikut beberapa contoh kasus hukum perjanjian.
Dalam kasus wanprestasi kontrak jual beli, pihak A menjual barang kepada pihak B dengan
kesepakatan pembayaran dalam 30 hari. Jika pihak B tidak membayar sesuai waktu, pihak A
dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan perjanjian. Dalam kasus perjanjian
internasional, dua negara dapat membuat perjanjian dagang bebas yang harus diratifikasi

untuk berlaku sah dan mengikat.

Hukum perjanjian memainkan peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan
keadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi. Pemahaman yang baik tentang prinsip dan
ruang lingkup hukum perjanjian membantu para pihak membuat, melaksanakan, dan

menyelesaikan perjanjian dengan adil dan sesuai hukum yang berlaku.

B. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Perjanjian

Prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian adalah aturan fundamental yang menjadi
fondasi keberlakuan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa
hubungan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian berlangsung secara adil, sah, dan
sesual hukum. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, para pihak dapat melindungi hak dan

kewajiban mereka serta menghindari potensi sengketa.

Prinsip pertama adalah Pacta Sunt Servanda yang berarti "perjanjian mengikat para
pihak." Prinsip ini menjadi dasar utama dalam hukum perjanjian, menegaskan bahwa setiap
perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Perjanjian
memiliki kekuatan hukum yang mengikat, layaknya undang-undang bagi pihak yang
membuatnya. Apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian, pihak yang dirugikan berhak

untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
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Contohnya, jika seseorang menyewa properti dan kemudian melanggar klausul pembayaran

sewa, pemilik properti berhak menuntut pembayaran atau bahkan membatalkan perjanjian.

Prinsip kedua adalah Kebebasan Berkontrak (Freedom of Contract), yang memberikan
hak kepada individu atau entitas hukum untuk membuat perjanjian sesuai kehendak mereka,
selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Prinsip ini
memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian tanpa
adanya intervensi dari pihak luar. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat absolut.
Misalnya, perjanjian yang berisi ketentuan ilegal atau diskriminatif akan dianggap batal demi

hukum.

Prinsip ketiga adalah Iltikad Baik (Good Faith), yang mengharuskan para pihak untuk
bertindak jujur, adil, dan transparan dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian. Itikad
baik menjadi landasan moral dan hukum yang memastikan bahwa perjanjian tidak
dimanfaatkan secara sepihak untuk keuntungan pribadi yang merugikan pihak lain. Sebagai
contoh, dalam perjanjian jual beli, penjual wajib mengungkapkan informasi penting

mengenai kondisi barang agar pembeli dapat membuat keputusan dengan benar.

Prinsip keempat adalah Kecakapan Para Pihak (Capacity). Setiap individu atau entitas
yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum untuk bertindak. Dalam konteks
ini, kecakapan hukum berarti pihak tersebut telah dewasa menurut hukum (biasanya berusia
18 tahun ke atas) dan tidak berada di bawah pengampuan, seperti karena gangguan mental.
Selain individu, badan hukum seperti perusahaan juga harus memiliki kapasitas hukum yang
sah untuk membuat perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memiliki kecakapan hukum, maka

perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Prinsip kelima adalah Objek yang Sah dan Mungkin (Legality of Object). Objek atau isi
dari perjanjian harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau
ketertiban umum, dan dapat dilaksanakan. Misalnya, perjanjian yang bertujuan untuk
melakukan tindakan ilegal, seperti penjualan narkotika, otomatis dianggap tidak sah dan batal
demi hukum. Selain itu, objek yang diperjanjikan harus mungkin untuk diwujudkan. Sebagai
contoh, perjanjian untuk menjual properti yang tidak ada atau barang fiktif dianggap tidak

memenuhi prinsip ini.

Prinsip keenam adalah Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian (Requirements for a Valid

Contract). Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),
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suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat, yaitu: (1) adanya kesepakatan
yang jelas antara para pihak, (2) kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, (3) objek
perjanjian yang sah dan dapat dilaksanakan, dan (4) sebab atau tujuan perjanjian yang halal.
Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap batal demi hukum

atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan.

Prinsip ketujuh adalah Perlindungan Terhadap Pihak yang Lemah. Dalam beberapa
situasi, hukum memberikan perlindungan khusus bagi pihak yang dianggap lebih lemah
dalam hubungan kontraktual, seperti konsumen, pekerja, atau penyewa. Perlindungan ini
bertujuan untuk menghindari eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang
lebih dominan. Contohnya, dalam kontrak kerja, undang-undang mengatur hak-hak minimum

bagi pekerja yang tidak boleh diabaikan meskipun disepakati dalam perjanjian.

Prinsip kedelapan adalah Kepastian Hukum (Legal Certainty). Prinsip ini memastikan
bahwa perjanjian yang sah dapat dipahami dengan jelas dan dapat dilaksanakan tanpa
ambiguitas. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang mematuhi
perjanjian dan menjadi dasar untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi pelanggaran.
Misalnya, dalam kontrak bisnis, klausul yang ambigu dapat menimbulkan interpretasi yang

berbeda dan berpotensi menyebabkan perselisihan hukum.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini, para pihak dapat membuat
perjanjian yang sah, adil, dan mengikat secara hukum. Prinsip-prinsip ini tidak hanya
melindungi hak-hak para pihak tetapi juga mendorong terciptanya hubungan hukum yang

transparan dan bertanggung jawab.
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